PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2017-

~ TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH DI BIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan Usaha Produksi
Daerah di Bidang Perikanan perlu diupayakan
peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan
penyesuaian tarif agar tetap memberi keuntungan yang
layak;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah di Bidang Perikanan sudah tidak sesuai lagi
sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang
Perikanan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan = Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12,

13,

14.

15.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nontor 4438); )
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); '
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nonor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan = Peraturan .Perundang-
undangan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun
1989 seri C Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 23);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah di Bidang Perikanan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DI
BIDANG PERIKANAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang
Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 12)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab V Pasal 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4)
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BABV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Struktur dan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Ikan BBI

Pasal 7

(1) Struktur tarif retribusi penjualan ikan baik produksi sendiri maupun hasil
kemitraan di BBI berdasarkan ukuran dan/atau jenis ikan yang dijual.

(2) Struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
biaya produksi.

(3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

biaya bahan baku;

biaya tenaga kerja;

biaya penunjang proses produksi;

. biaya pemasaran;

biaya pemeliharaan;dan

biaya resiko (mati, susut).

(4) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya yang
menjadi beban daerah.
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2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Besarnya tarif retribusi penjualan ikan tertinggi ditetapkan:

a. benih ikan - 87% (delapan puluh tujuh persen) dari harga
standar benih ikan;

b. calon induk ikan : 85% (delapan puluh lima persen) dari harga
standar calon induk ikan;

c. ikan konsumsi : 83% (delapan puluh tiga persen) dari harga

standar ikan konsumsi.

(2) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
setiap tahun berdasarkan survai harga pasar.

Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Ketentuan Pasal 10 dihapus.
Ketentuan Pasal 11 dihapus.
Ketentuan Pasal 12 dihapus.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran  Daerah Kabupaten
Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI TEMANGGUNG,

/

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : ( 9 / 2017 )



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH DI BIDANG PERIKANAN"

UMUM

Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah, diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada
Masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya penyesuaian besaran tarif
retribusi yang telah ada.

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, mengamanatkan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang
Perikanan yang sudah tidak sesuai lagi perlu disesuaikan, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas
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